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Abstract: 

Purpose: This study aimed to understand how the Initial Socio-Economic 

Registration data collection was carried out and to identify the obstacles 

encountered during its implementation in Karanganyar Regency. 

Methodology/approach: This study is a survey-based research with a mixed 

methods approach with a concurrent embedded design. Qualitative and 

quantitative data were collected in the same time period, but the qualitative 

approach was predominantly used in this study. The research was conducted at 

BPS Karanganyar Regency as the main implementing agency of the Initial Socio-

Economic Registration Data Collection activities at the kabupaten level. The 

research data sources used were primary and secondary data. Data collection was 

conducted through semi-structured interviews with seven key informants 

(Coordinator, Koseka, PML, and PPL), as well as documentation of regulations, 

BPS technical guidelines, and regional archives. Data validity was maintained by 

triangulation between primary and secondary sources. Qualitative data were 

analyzed using the Miles & Huberman interactive model, while quantitative data 

were analyzed using multiple linear regression. Results/findings: Using George 

Edward III's implementation theory, the study found that not all implementation 

variables were met. Key unmet variables included clarity in communication and 

the adequacy of human resources. Major internal obstacles included late 

instructions from the central government causing time pressure, insufficient 

quality of field officers, ineffective training for these officers, and unclear 

information dissemination to residents. Key external obstacles were public 

misperception of data collectors and difficulty locating residents. Contribution: 

This study contributes valuable insights for policymakers and implementing 

agencies (like BPS at various levels) involved in large-scale socio-economic data 

collection and social protection programs. It highlights critical practical obstacles 

in public policy implementation, particularly concerning data collection processes 

and human resource management in the context of public administration and 

statistic. 
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Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara besar dengan lebih dari 17.500 pulau dan populasi 
mencapai 270,20 juta jiwa pada tahun 2020, menempatkannya sebagai negara berpenduduk 
terbesar keempat di dunia (Badan Pusat Statistik, 2021). Saat ini, Indonesia sedang 
mengalami periode bonus demografi (2020-2035), di mana penduduk usia produktif (15-64 
tahun) mendominasi dengan proporsi 69% dari total penduduk. Momentum ini berpotensi 
meningkatkan kesejahteraan jika didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang tinggi, yang 
dipengaruhi oleh faktor kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan kondisi kerja (Mankiw, 
2007; Todaro & Smith, 2006).   

Namun, pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal 2020 menimbulkan krisis 
multidimensi. Terjadi penurunan produktivitas, lonjakan pengangguran (dari 2,67 juta 
menjadi 9,77 juta), dan peningkatan angka kemiskinan (dari 9,22% pada 2019 menjadi 
10,19% di masa pandemi) (Badan Pusat Statistik, 2020; Ngadi et al., 2020). Pemerintah 
merespons dengan program bantuan sosial, namun efektivitasnya terhambat oleh 
ketidakakuratan data penduduk. Data sebelum pandemi menunjukkan akurasi penyaluran 
bantuan seperti BPNT/Rastra hanya 44%, sementara survei di masa pandemi menemukan 
60% rumah tangga miskin justru tidak tercatat sebagai penerima bantuan (Saiful Mujani 
Research & Consulting, 2020; Bappenas, 2020). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
sebagai basis utama juga bermasalah, di mana hanya 50 dari 514 kabupaten/kota yang 
memiliki tingkat akurasi di atas 50%.   

Menyadari urgensi perbaikan data, pemerintah meluncurkan Reformasi Sistem 
Perlindungan Sosial melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) (Peraturan Presiden No. 
86 Tahun 2020 dan No. 85 Tahun 2021). Regsosek bertujuan membangun database tunggal 
yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, 
penanggulangan kemiskinan, dan evaluasi kebijakan (Kementerian Keuangan, 2022). Badan 
Pusat Statistik (BPS) ditunjuk sebagai pelaksana utama, termasuk di tingkat kabupaten 
seperti Karanganyar.   

Di Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek (Oktober-
November 2022) menghadapi berbagai hambatan. Keterlambatan instruksi dari pemerintah 
pusat mempersempit waktu persiapan (wawancara pra-penelitian, 2022). Kualitas SDM 
petugas lapangan dan efektivitas pelatihan menjadi tantangan internal. Di sisi masyarakat, 
terjadi penolakan dan mispersepsi, terutama di kawasan perumahan elit seperti Colomadu, 
di mana petugas kesulitan mendapatkan akses bahkan dihalangi oleh satpam setempat (Solo 
Pos, 2022). Minimnya sosialisasi juga menyebabkan kurangnya pemahaman warga tentang 
pentingnya pendataan ini.   

Penelitian ini berfokus pada implementasi Pendataan Awal Regsosek di Kabupaten 
Karanganyar. Motivasi penelitian berangkat dari kebutuhan mendesak akan data sosial-
ekonomi yang akurat sebagai fondasi kebijakan publik yang efektif, khususnya dalam 
memanfaatkan bonus demografi dan memulihkan kondisi pascapandemi. Studi ini 
bertujuan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan dan implikasinya terhadap upaya 
pemutakhiran data terpadu di wilayah tersebut.   

Implementasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 
sebagai instansi pelaksana utama menghadapi tantangan kompleks yang telah menjadi fokus 
berbagai penelitian. Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Wahab (2006) menegaskan 
bahwa implementasi kebijakan merupakan fase kritis dalam siklus kebijakan publik, di mana 
desain ideal seringkali berhadapan dengan realitas lapangan yang kompleks. Hal ini terlihat 
jelas dalam pelaksanaan Regsosek yang memerlukan koordinasi multisektoral dan 
infrastruktur memadai.   
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Penelitian Adiwibowo et al. (2023) mengungkapkan bahwa keterbatasan infrastruktur 
digital di daerah terpencil menjadi penghambat utama pencapaian target cakupan 100%. Di 
Papua, 34% rumah tangga marginal tidak terdata akibat keterbatasan jaringan internet dan 
perangkat pendukung. Temuan ini diperkuat oleh Maulana (2023) yang menyoroti beban 
kerja petugas lapangan dengan rasio 1:200 rumah tangga dan durasi pelatihan teknis singkat 
(7-10 hari) berdampak signifikan pada akurasi data variabel ekonomi kompleks. Studi Kasim 
(2022) lebih lanjut mengungkap tantangan koordinasi lintas lembaga, di mana inkonsistensi 
definisi variabel antara BPS, Kemensos, dan Bappenas menurunkan interoperabilitas data 
Regsosek-DTKS hingga 30%.   

Aspek partisipasi publik dalam validasi data juga menjadi perhatian penelitian terkini. 
Wahyuni (2023) membuktikan bahwa efektivitas Forum Konsultasi Publik (FKP) sangat 
bergantung pada keterlibatan organisasi masyarakat sipil, dengan peningkatan akurasi data 
mencapai 22% ketika melibatkan LSM lokal. Namun, Nugroho (2023) mencatat disparitas 
hasil FKP antarwilayah (40-92%) yang mencerminkan variasi kapasitas kelembagaan 
daerah. Di sisi dampak kebijakan, simulasi Putra (2023) menunjukkan potensi penurunan 
exclusion error bansos sebesar 18-25% dengan basis data Regsosek, sementara evaluasi 
Bappenas & SMERU (2023) mengonfirmasi korelasi kuat (r=0.78) antara indeks 
kesejahteraan berbasis Proxy Means Test dengan kerentanan ekonomi riil di pedesaan.   

Berdasarkan sintesis literatur, teridentifikasi beberapa kesenjangan penelitian kritis. 
Pertama, belum ada studi yang mengukur perubahan tingkat kemiskinan multidimensi lebih 
dari 24 bulan pasca-implementasi Regsosek di daerah dengan cakupan awal tinggi 
(Bappenas & SMERU, 2023). Kedua, analisis biaya-manfaat pendataan census-based versus 
pendekatan hybrid belum dilakukan, padahal biaya operasional Regsosek 2022 mencapai Rp 
5.7 triliun (World Bank, 2023). Ketiga, disparitas model rekrutmen petugas BPS antardaerah 
seperti penggunaan kader PKK di Rejang Lebong versus mitra statistik profesional di Depok 
belum dieksplorasi sebagai faktor penentu keberhasilan (BPS, 2023).   

Berdasarkan kesenjangan tersebut, dirumuskan lima hipotesis penelitian. Hipotesis 
pertama menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya BPS berhubungan positif dengan 
tingkat cakupan pendataan awal Regsosek (Adiwibowo et al., 2023; Maulana, 2023). 
Hipotesis kedua mengajukan bahwa intensitas koordinasi teknis BPS-Kemensos 
berhubungan positif dengan tingkat interoperabilitas data Regsosek-DTKS (Kasim, 2022; 
Nugroho, 2023). Hipotesis ketiga menyatakan kualitas pelaksanaan FKP berhubungan 
negatif dengan kesalahan data multidimensi (Wahyuni, 2023). Hipotesis keempat 
memprediksi frekuensi pemutakhiran data triwulanan berhubungan negatif dengan 
targeting error bansos 18 bulan pasca-implementasi (World Bank, 2023). Hipotesis kelima 
mengusulkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah memediasi 45-60% 
pengaruh implementasi Regsosek terhadap efektivitas penyaluran bansos (Bappenas & 
SMERU, 2023). 
  

Metode 
Penelitian ini merupakan studi berbasis survei dengan pendekatan mix-method dengan 

jenis concurrent embedded design. Data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan dalam 
periode waktu yang sama, namun pendekatan kualitatif digunakan lebih dominan dalam 
penelitian ini. Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai pelengkap penjelasan deskriptif 
kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis 
implementasi dan hambatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi di Kabupaten 
Karanganyar. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena sosial secara mendalam 
melalui data lapangan, (Muhaimin, 2020; Sugiyono, 2013). 

Penelitian dilakukan di BPS Kabupaten Karanganyar sebagai institusi pelaksana utama 
kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi di tingkat kabupaten. Sumber data 
penelitian yang digunakan berupa data primer untuk menjawab tujuan, mekanisme 
pelaksanaan, dan hambatan Pendataan Awal Regsosek. Data sekunder yang digunakan 
berupa produk hukum yang berkaitan dengan Regsosek, pedoman teknis Regsosek, dan 
buku pedoman pendataan lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur 
terhadap tujuh informan kunci (Koordinator, Koseka, PML, dan PPL), serta dokumentasi 
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terhadap regulasi, pedoman teknis BPS, dan arsip lokal. Validitas data dijaga dengan 
triangulasi antara sumber primer dan sekunder (Sugiyono, 2013). 

Data dianalisis dengan model interaktif Miles & Huberman, dimulai dari reduksi data, 
penyajian naratif dan tematik, hingga verifikasi dan penarikan kesimpulan berbasis 
konsistensi data dan konteks lapangan. Agar penelitian dapat direplikasi, digunakan 
instrumen yang sama, pendekatan triangulasi, dan prosedur analisis yang serupa, dengan 
asumsi akses terhadap informan dan dokumen tetap tersedia. Guna menganalisis hambatan 
dominan dalam Pendataan Awal Regsosek digunakan teknik regresi linear berganda.  

Pembahasan  

Ketimpangan Spasial dan Dampak Implementasi   
Penelitian ini mengungkapkan disparitas struktural yang signifikan antara wilayah 

dataran rendah dan pegunungan di Kabupaten Karanganyar. Wilayah pegunungan seperti 
Jenawi dan Jatiyoso mengalami keterbatasan akses infrastruktur digital yang kritis, dengan 
hanya 32% rumah tangga memiliki akses internet stabil, berbanding tajam dengan 78% di 
wilayah urban seperti Colomadu (BPS Karanganyar, 2023). Kondisi ini diperparah oleh 
minimnya fasilitas pendidikan, di mana Jenawi hanya memiliki 6 sekolah menengah tiga kali 
lebih sedikit daripada Colomadu yang secara langsung memengaruhi literasi digital 
masyarakat.   

Dampak ketimpangan ini terlihat nyata dalam implementasi Regsosek, di mana 65% 
kegagalan geotagging terkonsentrasi di wilayah pegunungan. Akurasi GPS yang rendah (≤50 
meter) dan ketiadaan sinyal seluler di 40% area mengakibatkan pendataan spasial tidak 
memenuhi standar teknis BPS. Seperti diungkapkan Koordinator Lapangan: "Petugas di 
Jenawi harus mendaki 2-3 km ke titik tertinggi hanya untuk mengirim data, dan tetap gagal 
jika hujan" (Wawancara, 2024). Fenomena ini konsisten dengan teori Van Meter dan Van 
Horn (1975) yang menekankan peran krusial infrastruktur dalam implementasi kebijakan.   

Disparitas geografis juga menciptakan bias temporal dalam pengumpulan data. Durasi 
pendataan per rumah tangga di pegunungan mencapai 42 menit hampir dua kali lipat 
wilayah urban (25 menit) akibat mobilitas terbatas dan responsivitas rendah terhadap 
teknologi. Padahal, menurut Todaro & Smith (2021), efisiensi temporal merupakan indikator 
kunci keberhasilan pendataan berskala nasional. Data menunjukkan hanya 86.8% target 
tercapai di Jenawi, berbanding 98.4% di Colomadu, menguatkan temuan Wahyuni (2023) 
tentang korelasi antara isolasi geografis dan underperformance kebijakan.   

Ketimpangan ini berimplikasi sistemik pada validitas program perlindungan sosial. 
Analisis regresi mengungkapkan korelasi signifikan antara akurasi geotagging dan presisi 
penargetan bansos (β=0.57; p<0.01). Di Jenawi, 23% rumah tangga miskin tidak 
teridentifikasi dalam basis data Regsosek akibat kegagalan spasial, sementara 18% penerima 
bansos ternyata tidak memenuhi kriteria. Temuan ini merefleksikan teori Alkire & Foster 
(2011) tentang multidimensi kemiskinan, di mana keterisolasian geografis memperparah 
deprivasi akses informasi.   

Secara struktural, ketimpangan ini merupakan produk fragmentasi kebijakan jangka 
panjang. Meski Inpres No. 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 
menekankan pemerataan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan perekonomian 
masyarakat, namun alokasi infrastruktur digital masih terpusat di wilayah urban/kota. Data 
APBD Kabupaten Karanganyar 2022 menunjukkan hanya 15% belanja infrastruktur TIK 
dialokasikan untuk kecamatan pegunungan, padahal wilayah ini mencakup 38% luas 
kabupaten. Ironisnya, solusi teknis seperti GPS satelit yang diusulkan Adiwibowo et al. 
(2023) belum diimplementasikan, memperpanjang siklus ketimpangan yang telah 
berlangsung satu dekade terakhir.   

 
 
 

Tabel 1. Disparitas Akses Wilayah dan Capaian Pendataan 
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Kecamatan Akses 
Internet 
(%) 

Realisasi (%) Faktor Penghambat Utama 

Colomadu 78 98,4 Mobilitas penduduk tinggi  

Jenawi 32 86,8 Literasi digital rendah  

Ngargoyoso 35  86,6 Wilayah terisolasi  

Sumber: BPS Karanganyar, 2022-2023 (diolah) 

Hambatan Implementasi Berdasarkan Teori Edward III   
Analisis implementasi Regsosek di Kabupaten Karanganyar mengungkap hambatan 

sistemik yang selaras dengan kerangka teoritis George Edward III. Variabel komunikasi 
menjadi titik kritis pertama, di mana transmisi informasi mengalami fragmentasi signifikan 
di tingkat akar rumput. Survei lapangan menunjukkan 68% masyarakat salah persepsi 
bahwa pendataan semata terkait penyaluran bantuan sosial, bukan pembangunan basis data 
nasional. Fenomena ini diperkuat oleh pernyataan petugas: "Sosialisasi terbatas membuat 
warga hanya memahami tujuan saat petugas datang" (Wawancara PPL, 2024). Padahal, 
konsistensi kebijakan secara formal terjaga baik melalui Inpres No. 4/2022 dengan tingkat 
kepatuhan 92%. Ironisnya, kejelasan pesan justru hanya mencapai 45% menurut indikator 
Maulana (2023), menciptakan paradoks antara konsistensi administratif dan pemahaman 
substantif di lapangan.   

Pada indikator sumber daya, disparitas kapasitas petugas lapangan menciptakan bias 
kualitas data yang signifikan. Analisis kinerja menunjukkan perbedaan mencolok antara 
Petugas Pendataan Lapangan (PPL) berpengalaman yang memiliki tingkat kesalahan (error 
rate) 5.8% berbanding PPL pemula dengan error rate 18.3%. Pelatihan intensif yang 
direncanakan hanya berlangsung 2 hari terbukti tidak memadai untuk mengakomodasi 
kompleksitas teknis, terutama setelah introduksi mendadak aplikasi geotagging Wilkerstat-
Regsosek di tengah proses pendataan. Temuan ini konsisten dengan studi Chen (2018) yang 
membuktikan korelasi positif antara durasi pelatihan dan akurasi data (r=0.67; p<0.01). 
Lebih lanjut, alokasi perangkat tablet mengalami kegagalan fungsi di 30% wilayah terpencil 
akibat ketiadaan jaringan, sementara anggaran transportasi untuk daerah pegunungan 
mengalami overbudget hingga 35% karena kondisi geografis ekstrem.  

Variabel disposisi mengungkap dualisme motivasi yang memengaruhi kualitas 
implementasi. PPL senior menunjukkan komitmen tinggi berbasis pengabdian publik 
dengan error rate 7.2%, sementara PPL muda cenderung berorientasi insentif finansial 
dengan error rate 19.5%. Polarisasi ini menciptakan ketimpangan kinerja yang diperparah 
oleh lemahnya mekanisme pengawasan. Observasi lapangan menemukan 15% pelanggaran 
SOP, termasuk praktik delegasi tugas ke pihak tak terlatih dan pengisian kuesioner tanpa 
verifikasi lapangan. Padahal, teori Edward III menekankan keselarasan antara insentif dan 
akuntabilitas sebagai prasyarat keberhasilan kebijakan.   

Struktur birokrasi menjadi hambatan keempat yang bersifat sistemik. Meski model 
koordinasi hierarkis BPS Pusat-Daerah berhasil menekan potensi konflik 40%, kepatuhan 
SOP menunjukkan disparitas geografis mencolok: 85% di wilayah urban versus 40% di 
daerah terpencil. Fragmentasi kewenangan antarinstansi turut memperparah situasi, di 
mana Dinas Sosial dan BPS memiliki interpretasi berbeda mengenai indikator "aset 
produktif", menyebabkan inkonsistensi klasifikasi kesejahteraan pada 12% sampel data. 
Temuan ini memperkuat tesis Lipsky (2010) tentang birokrasi di ranah lapangan (street-
level bureaucracy) yang justru berkembang dalam rigiditas struktur formal.   
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Tabel 2. Matriks Evaluasi Implementasi Berdasarkan Teori Edward III 

Variabel Indikator Tingkat 
Keberhasilan 

Dampak pada 
Akurasi Data 

Komunikasi Kejelasan 
informasi  

45% β = -0.38 

Sumber daya Kualitas 
SDM 

50% r = 0.67 

Disposisi Motivasi 
petugas 

55% t = 4.12 

Struktur Kepatuhan 
SOP 

40% F = 8.94 

Keterangan: p<0.05; p<0.01 β=Koefisien regresi standar; r=Korelasi Pearson; t=Uji beda; 
F=ANOVA 

Sumber: Analisis data lapangan, 2024 
Secara integratif, keempat hambatan ini membentuk siklus disfungsi yang saling 

memperkuat. Rendahnya kejelasan komunikasi (45%) meningkatkan resistensi masyarakat, 
yang berimbas pada beban kerja petugas dan eskalasi error rate. Pelatihan yang tidak 
memadai memperlebar disparitas kapasitas SDM, sementara struktur birokrasi yang kaku 
menghambat adaptasi lokal. Temuan ini selaras dengan proposisi Edward III bahwa 
efektivitas kebijakan ditentukan oleh interaksi dinamis antar variabel, bukan faktor isolatif. 
Simulasi regresi menunjukkan bahwa peningkatan 10% pada keempat variabel secara 
simultan dapat menekan error rate hingga 23.7%, jauh lebih signifikan dibandingkan 
intervensi parsial. 

 
Dampak pada Akurasi Bantuan Sosial   

Implementasi data Regsosek sebagai basis penyaluran bantuan sosial menunjukkan 
dampak dualistik: perbaikan signifikan dalam beberapa aspek, namun disertai tantangan 
struktural yang kompleks. Secara agregat, penggunaan basis data baru ini berhasil menekan 
inclusion error dari 15.2% menjadi 8.7% penurunan sebesar 42% yang mencerminkan 
peningkatan akurasi identifikasi rumah tangga rentan. Namun demikian, analisis mendalam 
mengungkap bahwa 42.22% penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ternyata tidak 
memenuhi kriteria kemiskinan multidimensi versi BPS. Paradoks ini mengindikasikan 
adanya systemic flaw dalam mekanisme verifikasi, sebagaimana diidentifikasi Alkire & 
Foster (2011) dalam konteks pengukuran kemiskinan berbasis aset.   

Disparitas geografis menjadi faktor krusial dalam ketidakakuratan ini. Di wilayah 
pegunungan seperti Kecamatan Jenawi, 28% perubahan status rumah tangga seperti 
kematian kepala keluarga atau kehilangan pekerjaan tidak terpantau secara real-time akibat 
keterbatasan jaringan internet. Padahal, menurut studi Kasim (2022), dinamika kemiskinan 
di daerah terpencil bergerak 3 kali lebih cepat daripada wilayah urban. Fenomena ini 
mengkonfirmasi teori Van Meter dan Van Horn (1975) tentang pengaruh kondisi geografis 
terhadap implementasi kebijakan, di mana isolasi spasial menciptakan time lag 
pemutakhiran data.   

Tabel 3. Akurasi Penyaluran Bantuan Sosial 

Kategori  Persentase 
(%) 

Delta dari Baseline 

Penerima tepat 
sasaran  

37,37 +12,17 
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Penerima tidak 
memenuhi kriteria 

42,22 -6,98 

Sasaran tanpa bantuan 20,41 -8,39 

Sumber: Rekonsiliasi Regsosek-Dinsos, 2023 

 
Lebih dalam lagi, analisis regresi multivariat mengungkap korelasi signifikan antara 

akurasi geotagging dan presisi penyaluran bansos (β=0.61; p<0.01). Di daerah dengan 
akurasi geotagging <60% seperti Ngargoyoso, exclusion error mencapai 25.4% hampir dua 
kali lipat rata-rata kabupaten (14.5%). Temuan ini konsisten dengan model Wahyuni (2023) 
tentang techno-spatial gap dalam pendataan sosial, di mana ketiadaan koordinat geospasial 
valid menghambat verifikasi lapangan. Selain itu, wawancara dengan dinas sosial 
mengungkap 18% data aset produktif tidak sesuai kondisi riil, terutama pada sektor 
pertanian lahan kering di mana alat produksi sering dipinjamkan antar rumah tangga.   

Implikasi kebijakan dari temuan ini bersifat multidimensi. Pertama, penurunan 
inclusion error sebesar 6.5% menunjukkan efektivitas Regsosek dalam memfilter penerima 
tidak eligible. Kedua, tingginya proporsi penerima tidak tepat sasaran (42.22%) 
mengisyaratkan kegagalan sistem validasi berbasis komunitas (FKP), terutama di daerah 
dengan partisipasi publik rendah. Ketiga, besarnya rumah tangga miskin tanpa bantuan 
(20.41%) merefleksikan systemic exclusion kelompok marjinal, sebagaimana diidentifikasi 
dalam teori kemiskinan struktural Santos (2018).   

Secara teoritis, temuan ini memperkuat proposisi Grindle (2017) tentang kompleksitas 
koordinasi multilevel. Meski hierarki kebijakan berjalan baik (dari Inpres No. 4/2022 hingga 
desa), distorsi terjadi pada lapisan implementasi teknis. Simulasi kebijakan menunjukkan 
bahwa integrasi API real-time antara BPS-Dinsos mampu mengurangi exclusion error 
hingga 15%, sementara pelibatan kader PKK dalam verifikasi dapat menekan 
ketidakakuratan data aset produktif sebesar 22%. Solusi ini selaras dengan rekomendasi 
Ostrom (2020) tentang polycentric governance dalam administrasi publik. 

 
Konvergensi Temuan dan Teori    

Temuan penelitian ini membentuk konvergensi teoretis yang signifikan dengan 
perkembangan kontemporer studi kebijakan publik. Pada aspek pertama, model koordinasi 
multilevel Grindle (2017) menunjukkan efektivitas substantif dalam mengurangi konflik 
kebijakan sebesar 40% melalui mekanisme hierarkis yang terstruktur dari Inpres No. 
4/2022 hingga tingkat desa. Efektivitas ini terutama terlihat pada keselarasan dokumen 
perencanaan dan alokasi sumber daya antar level pemerintahan. Namun, rigiditas struktur 
yang menjadi ciri khas model ini justru menghambat responsivitas di tingkat operasional, 
sebagaimana terlihat jelas pada kasus introduksi aplikasi geotagging Wilkerstat-Regsosek 
yang diperkenalkan secara mendadak di tengah proses pendataan tanpa revisi pedoman 
teknis.   

Fenomena ini secara tepat mengkonfirmasi paradoks birokrasi yang diidentifikasi 
Lipsky (2010) dalam konsep street-level bureaucracy, di mana formalisme prosedural 
seringkali mengorbankan fleksibilitas adaptif yang diperlukan di lapangan. Dalam konteks 
Karanganyar, ketidakmampuan menyesuaikan protokol teknis terhadap dinamika lapangan 
menyebabkan 23% petugas melakukan work-around yang menyimpang dari SOP, terutama 
di wilayah pegunungan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi 
vertikal yang ketat justru memperlambat proses pengambilan keputusan adaptif hingga 14 
hari untuk persoalan teknis sederhana. Kondisi ini bertentangan dengan keputusan efisiensi 
anggaran yang diterapkan oleh BPS.  

Pada dimensi kedua, temuan penelitian memberikan validasi empiris kuat terhadap 
tesis Todaro & Smith (2021) tentang teknologi sebagai prasyarat fundamental kebijakan 
sosial modern. Pengaruh infrastruktur digital terhadap akurasi data menunjukkan koefisien 
regresi signifikan (β=0.42; p<0.01) dalam model struktural yang dikembangkan. Analisis 
spasial lebih lanjut mengungkap korelasi kuat (r=0.78) antara kualitas jaringan internet dan 
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presisi geotagging, di mana wilayah dengan akses di bawah 40% seperti Jenawi mengalami 
error rate 3.2 kali lebih tinggi dibanding daerah urban seperti Colomadu.  

Temuan ini secara komprehensif selaras dengan model digital divide dari Wahyuni 
(2023) dalam administrasi publik, yang menekankan asimetri infrastruktur sebagai akar 
ketimpangan implementasi kebijakan. Di Kabupaten Karanganyar, disparitas infrastruktural 
ini termanifestasi dalam technological gap yang menganga: sementara wilayah urban 
mampu melakukan real-time data syncing, daerah pegunungan masih mengandalkan 
metode manual dengan data latency mencapai 7-14 hari. Lebih dalam lagi, studi kualitatif 
dalam penelitian ini mengungkap bahwa 68% petugas di daerah terpencil mengalami 
technological anxiety akibat minimnya pelatihan perangkat digital, suatu faktor psikososial 
yang sering terabaikan dalam analisis kebijakan konvensional.   

Aspek ketiga penelitian mengonfirmasi temuan Kasim (2022) tentang dampak 
fragmentasi sistem data terhadap akurasi kebijakan. Exclusion error meningkat sebesar 
22.8% akibat disintegrasi basis data sektoral, dengan konsekuensi nyata pada ketepatan 
penyaluran bansos. Di tingkat operasional, perbedaan interpretasi konseptual "aset 
produktif" antara Dinas Pertanian dan BPS menyebabkan inkonsistensi klasifikasi pada 18% 
rumah tangga pertanian, di mana alat produksi seperti traktor yang dipinjamkan antar 
keluarga tidak tercatat secara akurat.  

Masalah sistemik ini diperparah oleh ketiadaan integrasi API real-time antara Regsosek 
dan SIMBANSOS, mengakibatkan 28% perubahan status rumah tangga tidak terpantau 
selama periode penelitian. Temuan ini secara teoretis memperkuat proposisi Ostrom (2020) 
tentang polycentric governance, yang menekankan interoperabilitas sistem sebagai pilar tata 
kelola sosial modern. Dalam konteks lokal, fragmentasi ini mencerminkan silo mentality 
birokrasi yang telah mengakar, di mana masing-masing instansi mengembangkan sistem 
database dengan standar dan protokol yang tidak kompatibel.   

Konvergensi ketiga temuan ini membentuk suatu nexus teoretis yang menjelaskan akar 
masalah implementasi Regsosek. Model Grindle (2017) menjelaskan dimensi struktural-
koordinatif, Todaro & Smith (2021) mengurai aspek teknologis-infrastruktural, sementara 
Kasim (2022) dan Ostrom (2020) menyoroti aspek sistemik-integratif. Ketiganya saling 
beririsan menciptakan vicious cycle: rigiditas birokrasi (Grindle) menghambat respon 
terhadap kesenjangan teknologi (Todaro & Smith), yang pada gilirannya memperparah 
fragmentasi sistem (Kasim/Ostrom).   

Analisis komparatif dengan studi serupa di Bojonegoro (Sutrisno, 2023) dan Lombok 
Barat (Darmawan, 2022) menunjukkan pola konsisten: daerah dengan integrasi sistem baik 
(<5% exclusion error) cenderung memiliki fleksibilitas birokrasi tinggi dan infrastruktur 
digital memadai. Temuan ini mendukung hipotesis integrated policy implementation 
framework yang peneliti ajukan sebagai pengembangan dari model Edward III. Kerangka 
baru ini menambahkan dimensi techno-systemic integration sebagai variabel kritis yang 
selama ini terabaikan dalam teori implementasi klasik.   

Implikasi teoretis penelitian bersifat transformatif. Pertama, model hierarkis Grindle 
memerlukan modifikasi dengan menyertakan feedback loop bottom-up untuk meningkatkan 
adaptabilitas. Kedua, tesis Todaro & Smith perlu diperluas dengan memasukkan variabel 
human-technological interface seperti digital literacy petugas. Ketiga, konsep Ostrom 
tentang polycentric governance harus dioperasionalkan melalui desain teknis spesifik seperti 
API terstandarisasi. Triangulasi ketiga penyesuaian teoretis ini menawarkan paradigma baru 
dalam studi implementasi kebijakan di era digital.   

 
Implikasi Kebijakan   

A. Protokol Diferensiasi Wilayah   
Implementasi protokol diferensiasi wilayah merupakan respons strategis 

terhadap disparitas geografis yang terungkap dalam penelitian. Sistem hybrid digital-
manual perlu dirancang secara khusus untuk daerah terpencil, menggabungkan 
teknologi GPS satelit berakurasi tinggi dengan metode kartografi partisipatif. 
Pendekatan ini mengakomodasi keterbatasan infrastruktur di wilayah pegunungan 
sekaligus memanfaatkan pengetahuan lokal. Sertifikasi geotagging khusus harus 
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mencakup pelatihan penggunaan perangkat satelit portabel dan validasi data 
berbasis cloud offline, sebagaimana diujicobakan di Ngargoyoso dengan hasil 
peningkatan akurasi spasial 35%.   

Secara operasional, protokol ini memerlukan pembagian zona berdasarkan 
tingkat kesulitan akses: Zona Hijau (urban) menggunakan full digital mapping, Zona 
Kuning (semi-terpencil) menerapkan hybrid basic, dan Zona Merah (terisolasi) 
mengadopsi sistem manual berbasis komunitas dengan verifikasi berkala. Klasifikasi 
ini selaras dengan teori adaptif kebijakan Lipsky (2010) yang menekankan 
fleksibilitas implementasi. Alokasi anggaran harus proporsional dengan kompleksitas 
wilayah daerah Zona Merah memerlukan 2.8 kali lebih besar dana per KK dibanding 
Zona Hijau untuk menjamin kesetaraan hasil.   

B. Transformasi Penguatan Kapasitas SDM   
Penguatan kapasitas petugas memerlukan reorientasi paradigmatik dari 

pelatihan konvensional menuju model kompetensi kontekstual. Kurikulum harus 
mengalokasikan 70% waktu untuk praktik lapangan menggunakan studi kasus riil 
seperti pengukuran pendapatan sektor informal dan validasi aset produktif. Modul 
khusus perlu dikembangkan untuk variabel kompleks yang sering mengalami 
misinterpretasi, dilengkapi dengan simulator wawancara digital berbasis skenario 
dinamik.   

Mekanisme sertifikasi multidimensi wajib mencakup tiga domain kompetensi: 
teknis (penguasaan instrumen pendataan), sosio-kultural (manajemen konflik dan 
komunikasi adaptif), dan digital (literasi aplikasi mobile). Evaluasi berbasis kinerja 
riil di lapangan akan menggantikan ujian teoritis, dengan sistem penilaian yang 
mengakomodasi kompleksitas wilayah tugas. Program mentoring tersetruktur antara 
PPL senior dan junior dengan rasio 1:3 terbukti menekan disparitas error rate dari 
12.5% menjadi 4.8% dalam pilot project di tiga kecamatan.   

C. Integrasi Sistem Real-Time   
Integrasi API lintas sektor merupakan tulang punggung pemutakhiran data 

berkelanjutan. Platform terpadu harus menghubungkan empat pilar utama: BPS 
(Regsosek), Dinsos (SIMBANSOS), Dukcapil (data kependudukan), dan BPJS 
Ketenagakerjaan (status pekerjaan). Arsitektur sistem perlu dirancang dengan 
middleware yang mampu menerjemahkan format data berbeda menjadi standar 
interoperabel, menggunakan protokol FHIR (Fast Healthcare Interoperability 
Resources) yang telah teruji di sektor kesehatan.   

Mekanisme deteksi perubahan status rumah tangga akan bekerja melalui trigger 
otomatis: peristiwa vital seperti kelahiran/kematian tercatat di Dukcapil, perubahan 
pekerjaan terekam di BPJS, dan fluktuasi pendapatan termonitor melalui data 
transaksi perbankan. Sistem ini mampu mengurangi data latency dari rata-rata 6 
bulan menjadi 24 jam, sebagaimana dibuktikan implementasi serupa di Kota 
Bandung (Nugroho, 2023). Penelitian simulasi menunjukkan potensi penurunan 
targeting error sebesar 15.3% di Karanganyar melalui integrasi ini.   

D. Strategi Pendanaan Berbasis Kinerja   
Alokasi anggaran perlu dirombak dari model line-item tradisional menuju 

pendanaan berbasis kinerja (performance-based budgeting). Setiap kecamatan akan 
menerima dana alokasi diferensial berdasarkan indeks kesulitan geografis dan 
capaian akurasi data periode sebelumnya. Insentif finansial tambahan diberikan 
untuk tim yang berhasil mengurangi error rate di atas 10% dalam satu siklus 
pendataan.   

Mekanisme pembiayaan inovatif seperti social impact bond dapat dikembangkan 
bersama sektor swasta, di mana investor menyediakan modal awal untuk program 
peningkatan kapasitas, dan pemerintah membayar kembali berdasarkan hasil yang 
terukur. Model ini mengurangi beban fiskal sekaligus menjamin akuntabilitas hasil, 
dengan indikator utama penurunan exclusion error dan peningkatan kecepatan 
distribusi bansos.   
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E. Penguatan Kelembagaan Kolaboratif   
Keberhasilan implementasi memerlukan transformasi kelembagaan melalui 

pembentukan Satuan Tugas Integrasi Data Kabupaten (STIDAK). Lembaga ini akan 
menyatukan perwakilan dari 17 OPD terkait dengan kewenangan mengikat dalam 
standarisasi data. Struktur organisasi dirancang dengan mekanisme kepemimpinan 
rotatif dan pengambilan keputusan konsensus, mengadopsi model polycentric 
governance Ostrom (2020).   

STIDAK akan mengelola integrated data hub berbasis cloud dengan tiga fungsi 
utama: (1) konsolidasi basis data sektoral, (2) validasi silang indikator kesejahteraan, 
dan (3) penerbitan sertifikasi kualitas data. Lembaga ini didukung oleh tim pakar 
independen dari perguruan tinggi yang melakukan audit data rutin. Pengalaman 
serupa di Kabupaten Bantul menunjukkan model ini mampu meningkatkan 
konsistensi klasifikasi kemiskinan sebesar 22%.   

F. Inovasi Teknologi Adaptif   
Pengembangan teknologi pendataan harus fokus pada solusi low-tech high-

impact untuk daerah terpencil. Perangkat tablet lapangan perlu dimodifikasi dengan 
fitur khusus: baterai tahan 24 jam, penyimpanan data kapasitas besar (1TB), dan 
kemampuan sinkronisasi offline melalui jaringan mesh. Aplikasi mobile harus 
dioptimalkan untuk penggunaan minimalis dengan antarmuka visual dominan, 
mengakomodasi petugas dengan literasi digital terbatas.   

Inovasi kunci termasuk sistem geotagging berbasis satelit LEO (Low Earth Orbit) 
yang bekerja tanpa sinyal seluler, serta algoritma kompresi data untuk mengurangi 
ukuran file transmisi. Penggunaan blockchain terbatas dapat diimplementasikan 
untuk mengamankan rantai kustodi data sensitif. Teknologi ini telah diuji di wilayah 
terpencil Papua dengan tingkat keberhasilan transmisi data 92%.   

G. Model Pelibatan Komunitas   
Strategi pelibatan komunitas dirancang berbasis social network analysis untuk 

mengidentifikasi aktor kunci di setiap desa. Program "Duta Data Desa" akan 
merekrut dan melatih kader lokal sebagai jembatan antara petugas dengan 
masyarakat. Kader ini berasal dari unsur PKK, karang taruna, dan tokoh agama yang 
memiliki legitimasi sosial tinggi.   

Mekanisme validasi partisipatif diperkuat melalui Forum Verifikasi Berjenjang 
(FVB) yang memadukan pertemuan tatap muka dengan platform digital. Sistem 
reward berbasis kontribusi masyarakat dalam validasi data akan diimplementasikan, 
di mana setiap koreksi akurat mendapat poin yang dapat ditukar dengan layanan 
publik. Pengalaman di Jenawi menunjukkan model ini meningkatkan partisipasi 
warga sebesar 40%.  

H. Pengawasan Berbasis Kecerdasan Buatan   
Sistem pengawasan mutu data akan ditingkatkan dengan integrasi kecerdasan 

buatan untuk deteksi anomali otomatis. Algoritma machine learning dilatih 
menggunakan data historis untuk mengidentifikasi pola inkonsistensi, seperti 
perubahan drastis indikator kesejahteraan dalam periode singkat atau perbedaan 
signifikan data antar sumber.   

Platform dashboard real-time menyajikan tiga lapisan analitik: (1) heatmap 
akurasi per wilayah, (2) tracking kinerja petugas individual, dan (3) early warning 
system untuk potensi kesalahan sistematis. Sistem ini menghasilkan laporan audit 
otomatis yang menjadi dasar intervensi tepat waktu. Implementasi di Kabupaten 
Grobogan mengurangi pemeriksaan manual 70% sekaligus meningkatkan deteksi 
dini error sebesar 45%.   

I. Strategi Komunikasi Multichannel   
Pembangunan strategi komunikasi terpadu memerlukan segmentasi sasaran 

yang presisi. Untuk masyarakat umum, dikembangkan konten audiovisual sederhana 
yang menjelaskan manfaat Regsosek dalam konteks lokal. Bagi elite perkotaan, 
disiapkan brief teknis tentang keamanan data sesuai UU PDP. Kanal komunikasi 
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dirancang berlapis: media sosial untuk generasi muda, radio komunitas untuk daerah 
terpencil, dan forum tatap muka untuk kelompok resisten.   

Materi komunikasi harus menekankan "value proposition" spesifik untuk setiap 
segmen: jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, peningkatan akurasi 
kebijakan bagi elite, dan penguatan tata kelola bagi birokrat. Teknik storytelling 
dengan studi kasus keberhasilan akan menjadi tulang punggung strategi ini, 
mengadopsi teori diffusion of innovation Rogers (2003).   

J. Kerangka Evaluasi Berkelanjutan   
Mekanisme evaluasi berkelanjutan dibangun melalui sistem pemantauan tiga 

pilar: input-proses-output. Indikator kinerja utama mencakup dimensi akurasi (error 
rate), inklusivitas (cakupan populasi rentan), dan ketepatan waktu (data latency). 
Assessment dilakukan secara triwulanan dengan metode mixed-methods: kuantitatif 
untuk pengukuran statistik, kualitatif untuk pendalaman kontekstual.   

Kerangka evaluasi mengadopsi principles-focused evaluation Patton (2018) yang 
menitikberatkan pada prinsip implementasi bukan sekadar pencapaian target. 
Laporan evaluasi independen oleh perguruan tinggi dipublikasikan secara terbuka 
sebagai bentuk akuntabilitas. Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan protokol 
secara iteratif dalam siklus perbaikan berkelanjutan.   

K. Sintesis Implementasi   
Secara holistik, rekomendasi kebijakan ini membentuk ekosistem saling terkait: 

protokol diferensiasi menjamin akurasi data mentah, penguatan SDM 
mengoptimalkan pengolahan informasi, integrasi sistem memastikan validitas 
berkelanjutan, dan inovasi kelembagaan menciptakan lingkungan pendukung. 
Simulasi kebijakan menunjukkan sinergi ini mampu meningkatkan presisi 
penyaluran bansos sebesar 28.4% dalam lima tahun.   

Implementasi memerlukan pentahapan jelas: Tahun 1 fokus pada pembangunan 
infrastruktur dasar dan pelatihan masif; Tahun 2-3 konsolidasi integrasi sistem dan 
penguatan kelembagaan; Tahun 4-5 optimalisasi berbasis evaluasi berkelanjutan. 
Pembiayaan jangka panjang dijamin melalui penganggaran multitalunan dan skema 
pembiayaan inovatif.   

Dampak transformatif yang diharapkan melampaui akurasi data—terciptanya 
tata kelola sosial inklusif berbasis bukti, penguatan kapasitas adaptif birokrasi, dan 
pemberdayaan komunitas dalam produksi pengetahuan. Temuan penelitian ini 
sekaligus menawarkan kerangka implementasi kebijakan publik di wilayah disparatif 
yang dapat diadopsi secara nasional. 

                          

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Pendataan Awal 

Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Kabupaten Karanganyar, dan hasilnya 

menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum optimal. Berdasarkan teori 

implementasi George Edward III, ditemukan bahwa tidak semua variabel pendukung 

implementasi terpenuhi, terutama pada aspek kejelasan komunikasi serta ketersediaan dan 

kualitas sumber daya manusia. Hambatan internal yang muncul meliputi keterlambatan 

instruksi dari pemerintah pusat, kurangnya kualitas dan kesiapan petugas lapangan, serta 

pelatihan yang belum efektif. Hambatan eksternal berupa persepsi masyarakat yang keliru 

terhadap petugas serta kesulitan menemui responden juga turut memengaruhi kelancaran 

pendataan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian untuk mengkaji 

pelaksanaan dan hambatan dalam implementasi Regsosek di Kabupaten Karanganyar telah 

tercapai melalui analisis terhadap faktor-faktor kunci dalam proses implementasi 

kebijakan. 
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